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vABSTRAK
HADRIAN TRI SAPUTRA (B111 11 253), PERANAN VISUM ET
REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Kepolisian Resort
Kolaka Tahun 2013 s/d 2015), di bawah bimbingan Andi Sofyan
sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi visum et repertum
pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan
dan mengetahui upaya yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et
repertum tidak dapat mencantumkan keterangan tentang adanya tanda
kekerasan pada diri korban perkosaan, dalam tujuannya untuk
mendapatkan kebenaran materil suatu kasus perkosaan
Penelitian ini dilakukan di Polres Kolaka Kelurahan Watuliandu,
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data dan wawancara
dengan pihak yang bersangkutan yakni Kepala Kesatuan Reserse
Kriminal Polres Kolaka dan Penydik di Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Kolaka.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keberadaan visum et
repertum sangat dibutuhkan dalam setiap penydikan tindak pidana
perkosaan dalam hal ini visum et repertum selalu menjadi barang bukti
dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, visum et repertum mempunyai
fungsi yang sangat penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui
adanya unsur persetubuhan dan unsur kekerasan yang terjadi pada diri
korban, visum et repertum merupakan salah satu barang bukti yang
sangat penting untuk membantu penyidik melakukan penyidikan lebih
lanjut serta menjadi salah satu alat bukti yang harus selalu ada dalam
setiap pemeriksaan perkara perkosaan hingga tahap persidangan dan
apabila hasil visum et repertum tidak memuat adanya tanda kekerasan
maupun ancaman kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan
serangakaian tindakan atau upaya oleh penyidik  untuk membuktikan dan
menemukan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, tindakan
yang dimaksud yaitu pemanggilan tersangka dan korban, pemeriksaan
dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi barang bukti terjadinya
tindak pidana perkosaan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan Tempat
Kejadian Perkara (TKP).
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Selama beberapa tahun terakhir ini bangsa Indonesia menghadapi
banyak masalah kekerasan, baik yang dilakukan secara sendiri maupun
secara bersama-sama. Masyarakat mulai resah dengan adanya berbagai
kerusuhan yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia. Kondisi seperti ini
membuat perempuan dan anak-anak menjadi lebih rentan untuk menjadi
korban kekerasan.
Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan bukan hanya kekerasan
secara fisik tetapi dapat juga meliputi kekerasan terhadap perasaan atau
psikologis, ekonomi dan seksual seperti perkosaan. Pada kasus
perkosaan pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran hukum namun
terkait pula dengan akibat yang dialami oleh korban dan timbulnya rasa
takut masyarakat secara luas. Tingkat perkembangan tindak pidana
perkosaan yang terjadi di masyarakat sekarang ini semakin tinggi, dapat
dikatakan kejahatan perkosaan telah berkembang dalam kuantitas
maupun kualitas perbuatannya. Lebih buruknya lagi salah satu dari pelaku
tindak pidana perkosaan adalah teman dekat atau bahkan orang di
sekitarnya.
Perkosaan merupakan suatu perbuatan yang dinilai bertentangan
dengan seluruh norma yang ada, karena perkosaan dilakukan dalam
suatu perbuatan yang memaksakan seseorang (perempuan) untuk
2bersetubuh di luar perkawinan/ di dalam perkawinan. Bahkan perkosaan
adalah puncak dari pelecehan seksual yang paling mengerikan yang bagi
setiap perempuan adalah hal yang menakutkan dan tidak seorang
perempuan pun yang menginginkannya. Tindak pidana perkosaan sering
menimbulkan luka traumatik yang mendalam.
Banyak hal yang bisa mengakibatkan perkosaan terjadi, ada karena
kebetulan bertemu, misalnya perempuan itu minta tumpangan kendaraan,
sehingga pembuat mendapat kesempatan untuk memperkosanya. Ada
yang memang sudah kenal lama, bahkan telah berpacaran, yang pada
kesempatan tertentu laki-laki itu dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa pacarnya untuk bersetubuh dengan dia, yang
semula perempuan itu masih mempertahankan keperawanannya.1
Bahkan ada yang sudah kumpul kebo yang pada suatu saat laki-laki
itu minta hubungan kelamin yang ditolak dengan suatu alasan oleh
pasangannya itu, lalu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa pasangannya itu bersetubuh dengan dia, yang karena ini di luar
nikah, maka pendefinisian berdasarkan Pasal 285 KUHP ia melakukan
perkosaan.2
Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan
utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen
dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala
kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa
1 Andi Hamzah, 2011, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika,
Jakarta, hlm.15.2 Ibid, hlm. 16.
3dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana
tersebut dan mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana
tersebut sehingga masyarakat merasa tentram karena dilindungi oleh
hukum, seperti yang ada dalam KUHP pada Pasal 285 yaitu :
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena
memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada
hakekatnya adalah mencari kebenaran materil (materiilewarheid) terhadap
perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha-usaha
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti
yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap
pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun
pada tahap persidangan perkara tersebut.3
Dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 Ayat 1 yang
menyebutkan:
Alat bukti yang sah ialah :
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk; dan
e. keterangan terdakwa.
Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan dalam mengungkap suatu
tindak pidana, sering kali para penegak hukum dihadapkan pada suatu
masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri
3 Syamsuddin, Rahman, “Peranan Visum Et Repertum Di Pengadilan”, Peranan Visum Et
Repertum Dalam Pembuktian Perkara, Al-Risalah, Vol. 11, Nomor 1 Mei 2011, Hal.188
4dikarenakan masalah tersebut diluar batas kemampuannya atau
keahliannya. Dalam hal demikian sering kali bantuan seorang ahli sangat
diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materil selengkap-lengkapnya
bagi para penegak hukum tersebut.
Dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli,
sebagai berikut :4
1. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa Keterangan ahli adalah
keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian
khusus tentang hal yang di perlukan untuk membuat terang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.5
2. Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa Keterangan ahli ialah apa
yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.6
Terkait dengan bantuan keterangan ahli yang diperlukan dalam proses
suatu perkara pidana, maka bantuan ini pada tahap penyidikan juga
mempunyai peran yang cukup penting  untuk membantu penyidik mencari
dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahanya memberikan kebenaran
materil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu, bahkan
penyidik sangat bergantung pada keterangan ahli untuk mengungkap
lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Kasus-kasus
tindak pidana seperti pembunuhan, penganiayaan dan perkosaan
merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan tenaga
4 Andi Sofyan, 2013, Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar, Rangkang Education,
Yogyakarta, hlm.  258.5 Pasal 185 ayat (5) KUHAP, bahwa “Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil
pemikiran saja, bukan merupakan keterangan ahli”.6 Penjelasan 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan
dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal ini tidak
diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu
pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk
memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut
diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.
5ahli seperti dokter ahli forensik atau dokter ahli lainnya, untuk memberikan
keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya berpengaruh
bagi tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.
Salah satu kasus yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian selaku
aparat penyidik sangat membutuhkan keterangan ahli dalam tindakan
penyidikan yang dilakukannya yaitu pada pengungkapan kasus pekosaan.
Kasus kejahatan kesusilaan yang menyerang kehormatan seorang wanita
dimana dilakukan tindakan seksual dalam bentuk persetubuhan dengan
menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan ini, membutuhkan
bantuan keterangan ahli dalam penyidikannya. Keterangan ahli yang
dimaksud ini yaitu keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik
dalam memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan mengenai keadaan korban, terutama terkait
dengan pembuktian adanya tanda-tanda telah dilakukannya suatu
persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan.
Keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara
tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan
visum et repertum. Menurut pengertiannya, visum et repertum diartikan
sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang
apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta
6memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan
peradilan.7
Namun dalam tahap proses pembuktian adanya tanda-tanda
persetubuhan melalui visum et repertum terkadang tidak ditemukan
adanya tanda-tanda persetubuhan, yang mencakup dua kemungkinan :
pertama, memang tidak ada persetubuhan dan kedua persetubuhan
mungkin ada tetapi tanda-tandanya tidak dapat ditemukan.8
Akibat dari tidak adanya tanda-tanda persetubuhan terkadang
peniyidik melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan bagi si korban.
Namun mungkin saja kasus tersebut dihentikan pengusutannya oleh
Kepolisian disebabkan hasil visum et repertum tidak memuat keterangan
mengenai tanda terjadinya persetubuhan maupun kekerasan.
Sehubungan dengan begitu pentingnya peran visum et repertum
dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan, pada kasus perkosaan
dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan
setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi
ditemukan tanda-tanda kekerasan dalam diri korban, hasil pemeriksaan
yang tercantum dalam visum et repertum tentunya dapat berbeda dengan
hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana
perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu
unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut
dapat ditemukan pemeriksaan yang tercantum dalam visum et repertum.
7 Abdul Mun’im Idries, 1997, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama, Binarupa
Aksara, Jakarta Barat, hlm.2.8 Ibid, Hlm. 223.
7Menghadapi keterbatasan hasil visum et repertum yang demikian, maka
akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar
dapat diperoleh kebenaran materil dalam perkara tersebut dan terungkap
secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi.
Berdasarkan kenyataan mengenai pentingnya penerapan hasil visum
et repertum dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan pada tahap
penyidikan sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatar belakangi
penulis untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam
penulisan skripsi dengan judul PERANAN VISUM ET REPERTUM PADA
TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kolaka Tahun 2013 s/d 2015) .
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan
yang akan diangkat untuk diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini
yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimanakah fungsi visum et repertum pada tahap penyidikan
dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan?
2. Upaya apakah yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et
repertum tidak dapat memenuhi keterangan tentang adanya
tanda-tanda kekerasan pada diri korban perkosaan?
8C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini,
penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut
mempunyai tujuan :
1. Untuk mengetahui fungsi visum et repertum pada tahap
penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan penyidik apabila
hasil visum et repertum tidak dapat mencantumkan keterangan
tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban perkosaan,
dalam tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materil suatu
kasus perkosaan.
D. Manfaat Penelitian
Memperhatikan tujuan penelitian yang ada, maka penelitian ini
diharapkan mempunyai manfaat :
1. Bagi kalangan akademisi
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan
pengetahuan dan gambaran mengenai realitas penerapan
hubungan Ilmu hukum khususnya hukum pidana dengan bidang
lainnya yaitu kedokteran. Kepentingan penyidik untuk
mendapatkan kebenaran materil suatu perkara yang ditanganinya
merupakan aplikasi dari ketentuan hukum acara pidana,
sedangkan pembuatan visum et repertum yang dilakukan oleh
dokter merupakan aplikasi dari ilmu kedokteran yang dapat
9berperan dan membantu penyidik dalam tugasnya menemukan
kebenaran materil tersebut. Disamping itu dapat memberikan
informasi yang berguna bagi pengembangan ilmu hukum acara
pidana khususnya mengenai penggunaan tenaga ahli yang dalam
hal ini adalah dokter sebagai pembuat visum et repertum dalam
tahap penyidikan suatu perkara pidana.
2. Bagi masyarakat luas
Hasil penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan informasi
dan gambaran mengenai fungsi visum et repertum dan
penerapannya oleh pihak Kepolisian selaku penyidik, khususnya
dalam mengungkap tindak pidana perkosaan yang saat ini
semakin banyak terjadi di masyarakat.
3. Bagi Penulis
Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah
kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori
yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan
peraturan yang terjadi di masyarakat. Hasil penelitian yang
diperoleh dapat memberikan pengetahuan dan gambaran
mengenai realitas penggunaan visum et repertum bagi
kepentingan penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana
perkosaan.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau
delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan strafbaar feit
yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan
undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan
kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sehubungan dengan hal tersebut Andi Zainal Abidin Farid,
menyatakan bahwa: Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian
yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.9
Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa:10
Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda
strafbaar feit atau dalam bahasa Asing disebut delict berarti suatu
perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan
pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.
Pengertian tindak pidana juga diberikan oleh Ridwan Halim yaitu
suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan
hukuman oleh Undang-undang.11
9 Andi Zainal Abidin Farid, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Bandung: Alumni, hlm.33
10 Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung,
hlm.59
11 Ridwan Halim, 1986, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Bandung: Alumni, hlm.33
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Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa
delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang
diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya,
mulai dari ancaman yang serendah-rendahnya sampai kepada yang
setinggi-tingginya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
Sifat ancaman delik tersebut, maka yang menjadi subyek dari
delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan
hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini
mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam
KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek
tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang
termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan
dan denda.
Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan
hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul
gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh
oknum, jelas masuk perumusan delik.
Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik adalah sebagaimana
yang dikemukakan oleh Vos adalah sebagai berikut:12
1) Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal
berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif);
2) Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik
yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila
telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan
undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak
12 Andi Zainal Abidin Farid, Loc.it.
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dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang
elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari
suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu
perbuatan seperti di dalam delik materil;
3) Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan
kata-kata sengaja atau culpa (tidak sengaja); dan
4) Elemen melawan hukum, dari sederetan elemen lainnya
menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi
obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen
di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP
diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.
Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang
memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur
bahaya/gangguan, merugikan atau disebut sub socials sebagaimana
yang dikemukakn oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik
yaitu:13
a. Ada unsur melawan hukum;
b. Unsur kesalahan; dan
c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.
Menurut Adami Chazawi delik dapat dibedakan atas dasar-dasar
tertentu, yaitu sebagai berikut:14
a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan
(misdrijven) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran
(overtredingen) dimuat dalam buku III.
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak
pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materiil
(materiel delicten).
c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak
pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak pidana tidak
dengan sengaja (culpose delicten).
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana
pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta
omissionis).
13 Bambang Poernomo, 1992, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.99
14 Adami Chazawi,  2012, Pelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.121
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e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung
lama/berlangsung terus.
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak
pidana umum dan tindak pidana khusus.
g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara
tindak pidana communica (delicta communica, yang dapat
dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (dapat
dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu).
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan,
maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten)
dan tindak pidana aduan (klacht delicten).
i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka
dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (eenvoudige
delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde
delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligeerde
delicten).
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak
pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan
hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa
dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan,
tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan
lain sebagainya.
k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu
larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal
(enkelvoudige delicten) dan tindak pidana berangkai
(samengestelde delicten).
Sedangkan tindak pidana menurut Amir Ilyas yaitu:15
Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-
unsur sebagai berikut:
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang (Mencocoki
rumusan delik);
2. Memiliki Sifat melawan hukum; dan
3. Tidak ada alasan Pembenar.
2. Jenis Tindak Pidana
Di bawah ini akan disebut berbagai pembagian jenis delik.
A. Kejahatan dan Pelanggaran
15 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.28.
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Kriteria yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran
yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar
kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara
kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan
in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang
membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai
berikut:16
1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan
yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang
Indonesia melakukan delik di luar negeri yang digolongkan
sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang
tidak perlu dituntut;
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran
tidak dipidina; dan
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak
dibawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau
pelanggaran.
B. Tindak pidana formil dan tidak pidana materil (tindak pidana
dengan perumusan secara formil dan tindak pidana dengan
perumusan secara materil)
1. Tindak pidana formil itu adalah delik yang perumusannya
dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik
tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan
seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal :
penghasutan (Pasal 160 KUHP), di muka umum
menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau
penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat
16 Ibid, hlm.6
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di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209,
210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan
surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (Pasal 362 KUHP).
2. Tindak pidana materil adalah delik yang perumusannya
dititikberatkan kepada akibat yang tidak
dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila
akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau
belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal :
pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378
KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
C. Tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan
sengaja (culpa)
Tindak pidana dolus : delik yang dalam rumusannya dilakukan
dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan,
misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP
Tindak pidana culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai
salah satu unsur, misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4
dan Pasal 359, 360 KUHP.
D. Tindak pidana komisi (commisionis) dan tindak pidana omisi
(ommisionis)
1. Tindak pidana komisi: tindak pidana komisi atau disebut
juga tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang
perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan
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aktif (disebut juga perbuatan materil) adalah perbuatan
yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan
dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat
aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini
terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan
secara formil maupun materil. Bagian terbesar tindak
pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak
pidana aktif.17
2. Tindak pidana omisi : Tindak pidana omisi atau disebut
juga tindak pidana pasif. Tindak pidana pasif ada dua
macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana
pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah
tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif . Sementara
itu tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak
pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif,
tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif,
atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat
terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau
mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.18
17 Adami Chazawi, Op.cit, hlm.129
18 Amir Ilyas, Op.cit, hlm.31
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E. Tindak pidana yang terjadi seketika (aflopende delicten) dan
tindak pidana yang terjadi dalam waktu lama atau berlangsung
lama/berlangsung terus (voordurende dellicten).
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau
waktu singkat saja, disebut juga dengan (aflopende delicten).
Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian
rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama,
yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih
berlangsung terus, yang disebut juga dengan (voordurende
dellicten). Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak
pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.19
F. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus
Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang
dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil
(Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus
adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi
KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada
umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik
dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.20
G. Tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan
oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana
19 Amir Ilyas, Loc.it.
20 Amir Ilyas, Loc.it.
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yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas
tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan
dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang
bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud
yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang
tidak patut yang khusus dilakukan oleh orang yang berkaulitas
tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan
jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan
sebagainya.21
H. Tindak pidana Biasa (gewone dellicten) dan tindak pidana
Aduan (klacth dellicten)
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk
dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak
diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian
besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa. Sementara itu
tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk
dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan terlebih
dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan
pengaduan.22
I. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada
pemberatannya/peringannya (eenvoudige dan
gequalificeerde/geprevisilierde delicten)
21 Ibid, hlm. 32
22 Adami Chazawi, Op.cit, hlm.132
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Tindak pidana yang ada pemberatannya, misal :
penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya
orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu
malam hari dsb. (Pasal 363). Ada delik yang ancaman
pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan
tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP).
Tindak pidana ini disebut “geprivelegeerd delict”. Tindak
pidana sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP),
pencurian (Pasal 362 KUHP).
J. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan hukum yang
dilindungi.
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam
KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi.
Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini, maka
dapat disebutkan misalnya dalam Buku II. Untuk melindungi
kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk
rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I). Untuk
melindungi kepantingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas
bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan tehadap penguasa
umum (Bab VIII). Untuk melindungi kepentingan hukum
terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana
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seperti pencurian (Bab XXII), penggelapan (Bab XXIV),
pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII), dan seterusnya.23
K. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai
(enkelvoudige en samenge-stelde delicten)
1. Tindak pidana tunggal : delik yang cukup dilakukan
dengan perbuatan satu kali.
2. Tindak pidana berangkai : delik yang baru merupakan
delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal :
Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan).
3. Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP
Sebulum membahas tindak pidana perkosaan dalam KUHP ada
baiknya kita mengetahui pengertian perkosaan. Perkosaan adalah
bentuk hubungan seksual yang dilangsungkan bukan berdasakan
kehendak bersama. Karena bukan kehendak bersama, hubungan
seksual didahului oleh ancaman dan kekerasan fisik atau dilakukan
terhadap korban yang tidak berdaya, dibawah umur, atau yang
mengalami keterbelakangan mental.24
Kejahatan perkosaan dalam kosa kata bahasa Indonesia berasal
dari kata perkosa yang berarti menundukkan dengan
kekerasan,memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol.25
23 Ibid, hlm. 136
24 Ika Aprilia Mustasyfa. Pengertian Perkosaan. Website:
https://www.scribd.com/doc/92580899/Pengertian-Perkosaan. Diakses pada tanggal 25 Maret 2015, pukul
15:35 WITA
25 KBBI. Memerkosa. Website http://kbbi.web.id/perkosa.%20memerkosa,diakses pada tanggal25 Maret
2015, pukul 15:37 WITA
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perkosaan
mempunyai makna yang sangat luas yang tidak hanya terjadi pada
hubungan seksual (sexual intercourse) tetapi dapat terjadi dalam
bentuk lain seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang lainnya.
Dari beberapa pengertian diatas, hal ini menunjukkan bahwa
perkosaan merupakan perbuatan memaksa untuk memuaskan
kehendak si pelaku terhadap seseorang atau ditujukan pada
pelampiasan nafsu seksual. Perbuatan ini baik secara moral maupun
hukum sudah melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan
dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini suatu kewajaran bahkan
keharusan untuk menjadikan perbuatan perkosaan sebagai suatu
tindak pidana yang diatur secara jelas bentuk perbuatan dan
pemidaannya dalam hukum pidana materil yang berlaku.
Adapun tindak pidana perkosaan dalam KUHP dalam hal
persetubuhan dimuat dalam Pasal 285 KUHP yang rumusannya
adalah sebagai berikut :
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa
perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum,
karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua
belas tahun.
Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, terdiri dari unsur-unsur
sebagai berikut :26
1. Perbuatannya memaksa;
Caranya : 1) dengan kekerasan;
2) ancaman kekerasan
26 Adami Chazawi, 2007, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.63
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Objek : seorang perempuan bukan istrinya;
2. bersetubuh dengan dia;
Penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatas, yaitu ;
a. Perbuatannya memaksa, yang dimaksud dengan perbuatannya
memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain
dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan
dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima
kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya
sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam,
yaitu menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya atau
orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang
dikehendaki orang yang memaksa.27
b. Dengan kekerasan dalam pengertian Pasal 285 (Kekerasan
yang disebut pertama) dapatlah didefinisikan sebagai suatu cara
atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang
lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan
menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan
mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya
secara fisik. Karena dalam keadaan yang tidak berdaya itulah,
orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala
sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun
bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan
sesuai atau sama dengan kehendak orang yang menggunakan
kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.28
Adapun dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan
fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa
perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa
perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar
atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan
mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana
ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang
diinginkan pelaku.29
c. Mengenai wanita bukan isterinya, disini persetubuhan dilakukan
terhadap perempuan yang bukan istrinya. Ditentukannya hal
tersebut karena perbuatan bersetubuh dimaksudkan sebagai
perbuatan yang hanya dilakukan antara suami isteri dalam
perkawinan.
d. Bersetubuh dengan dia, atau dalam hal ini saya dapat simpulkan
bahwa terjadinya persetubahan. Persetubuhan dalam arti
27 Adami Chazawi, Loc.cit.
28 Ibid, hlm.65
29 Adami Chazawi, Loc.cit.
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biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya
kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi :30
1. erectio penis,
2. penetratio penis ke dalam vagina,
3. ejaculatio dalam vagina.
Jika ketiga unsur ini diisyaratkan oleh hukum, maka ejaculatio
dalam vagina dengan mudah dapat ditiadakan, misalnya dengan
kondom atau coitus interruptus. Oleh karena itu, maka ilmu
hukum hanya mengharuskan adanya suatu penetratio penis ke
dalam vagina.
Berdasarkan unsur-unsur Pasal 285 KUHP diatas dapat dikatakan
bahwa tidak dapat dikatakan perkosaan apabila tidak terjadi
persetubuhan karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, padahal
untuk membuktikan adanya persetubuhan sangat sulit terlebih lagi
apabila korban sudah pernah bersetubuh (tidak virgin).
B. Visum Et Repertum
1. Pengertian Visum et repertum
Visum et repertum berkaitan erat dengan ilmu kedokteran
forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat
disebut juga sebagai ilmu kedokteran kehakiman, adapun pengertian
ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik menurut
Sutomu Tjokro Negoro, adalah :31
Ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan,
artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam
membantu Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman di dalam
mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab
akibat (causalitas verband) terjadinya suatu tindak pidana
sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut
hukum di dalam sidang Peradilan (pidana) yang dilaksanakan.
30 Tolib Setiyadi, 2009, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Alfabeta, Bandung, hlm. 168
31 Ibid, hlm. 2
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Dalam pembahasan diatas kita telah mengetahui bahwa ilmu
kedokteran kehakiman adalah penggunaan ilmu kedokteran untuk
kepentingan peradilan. Menurut Waluyadi pertanyaannya adalah apa
yang sesungguhnya yang menjadi inti dari peranan ilmu tersebut
dalam hubungannya dengan proses peradilan. 32
Jawaban yang paling esensial dari pernyataan tersebut adalah
bahwa ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal
menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan
dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbuatan tersebut,
baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh atau menimbulkan
gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang,
dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi
tindak pidana.
Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya
dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang,
atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana
atau tidak.33
Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada
saat terjadinya tindak pidana (di tempat kejadian perkara,
pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan
barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya
secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah Visum
et repertum.34
Pengertian harfiah visum et repertum adalah berasal dari kata
visual, yaitu melihat dan repertum yaitu melaporkan, berarti: Apa yang
32 Ibid, hlm.13
33 Tolib Setiyadi,Loc.cit.
34 Waluyadi, 2000, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik
Kedokteran, Djambatan, Jakarta, hlm. 26.
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dilihat dan diketemukan, sehingga visum et repertum merupakan
suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan
sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup,
mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan
pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. Atas
dasar itu selanjutnya diambil kesimpulan, yang juga merupakan
pendapat dari seorang ahli ataupun kesaksian (ahli) secara tertulis
sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan (hasil
pemeriksaan).35
2. Jenis Visum et repertum
Visum et repertum semata-mata hanya dibuat agar suatu perkara
pidana menjadi jelas dan hanya berguna bagi kepentingan
pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi
kepentingan peradilan. Dengan demikian visum et repertum tidaklah
dibuat atau diterbitkan untuk kepentingan lain. Maka dari itu setiap
pembuatan visum et repertum selalu didahului dengan perkataan pro
yusticia (pro yustisia).36
Adapun macam-macam visum et repertum terbagi dalam :37
a. Dilihat dari sifatnya
Dalam hal ini terutama bagi visum et repertum korban hidup
yang terdiri dari :
1. Visum et repertum yang dibuat lengkap sekaligus atau
definitif. Lazimnya ditulis visum et repertum
2. Visum et repertum sementara, misalnya visum et repertum
yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di
35 Tolib Setiady, Op.cit, Hlm. 39
36 Ibid, Hlm.42
37 Tolib Setiady, Loc.cit.
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rumah sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan.
Lazimnya ditulis visum et repertum (sementara).
3. Visum et repertum lanjutan, misalnya bagi si korban yang
luka tersebut (visum et repertum sementara) kemudian lalu
meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya
tersebut si korban kemudian dipindahkan ke rumah sakit atau
dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau
meninggal dunia. Lazimnya ditulis visum et repertum
(lanjutan).
b. Dilihat dari Hasil Laporan Pemeriksaan Dokter (Ahli)
Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter
(ahli) yang tertuang dalam bentuk visum et repertum tersebut, maka
dikenal :
1. Visum et repertum tentang pemeriksaan luka (korban hidup)
2. Visum et repertum tentang pemeriksaan mayat (jenazah)
3. Visum et repertum tentang pemeriksaan bedah mayat
(jenazah)
4. Visum et repertum tentang penggalian mayat
5. Visum et repertum di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
6. Visum et repertum pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti)
lain.
Dalam penulisan skripsi ini, visum et repertum yang dimaksud
adalah visum et repertum korban hidup, khususnya yang dibuat oleh
dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana
perkosaan.
3. Bentuk Umum Visum Et Repertum
Agar didapat keseragaman mengenai bentuk pokok visum et
repertum, maka ditetapkan ketentuan mengenai susunan visum et
repertum sebagai berikut:38
1. Pada sudut kiri atas dituliskan PRO YUSTISIA, artinya bahwa isi
visum et repertum hanya untuk kepentingan peradilan.
2. Di tengah atas dituliskan jenis visum et repertum serta nomor visum
et repertum tersebut.
38 H.M.Soedjatmiko, 2001, Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang,
hlm.4
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3. Bagian Pendahuluan, merupakan pendahuluan yang berisikan :
a. Identitas peminta visum et repertum;
b. Identitas surat permintaan visum et repertum;
c. Saat penerimaan surat permintaan visum et repertum;
d. Identitas dokter pembuat visum et repertum;
e. Identitas korban/barang bukti yang dimintakan visum et
repertum; dan
f. Keterangan kejadian sebagaimana tercantum di dalam surat
permintaan visum et repertum.
4. Bagian Pemberitaan, merupakan hasil pemeriksaan dokter
terhadap apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti.
5. Bagian Kesimpulan, merupakan kesimpulan dokter atas analisa
yang dilakukan terhadap hasil pemeriksaan barang bukti.
6. Bagian Penutup, merupakan pernyataan dari dokter bahwa visum
et repertum ini dibuat atas dasar sumpah dan janji pada waktu
menerima jabatan.
7. Di sebelah kanan bawah diberikan nama dan tanda tangan serta
cap dinas dokter pemeriksa.
Dari bagian visum et repertum sebagaimana tersebut diatas,
keterangan yang merupakan pengganti barang bukti yaitu pada
bagian pemberitaan. Sedangkan pada bagian kesimpulan dapat
dikatakan merupakan pendapat subyektif dari dokter pemeriksan.
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4. Visum et repertum Sebagai Alat Bukti
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak
ada satu pasalpun yang memuat perkataan visum et repertum. Hanya
pada lembaran negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang
menyatakan bahwa visum et repertum adalah suatu keterangan
tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa
yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya
bukti dalam perkara-perkara pidana.39
Di dalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan
kewajiban dokter, untuk membantu peradilan yaitu dalam bentuk:
Keterangan Ahli; Pendapat orang ahli; Ahli Kedokteran Kehakiman;
Dokter; dan Surat Keterangan dari seorang ahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau
sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP:
Pasal 187 butir c)40.
Bila kita lihat perihal apa yang dimaksud dengan alat bukti yang
sah menurut KUHAP Pasal 184 Ayat 1,yaitu :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
Visum et repertum adalah hasil pemeriksaan seorang dokter
tentang apa yang dilihatnya, apa yang ditemukannya dan apa yang ia
dengar sehubungan dengan seseorang yang luka, seseorang yang
39 Abdul Mun’im Idries, Op.cit, hlm.4
40 Abdul Mun’im Idries, Loc.cit.
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terganggu kesehatannya dan seseorang yang mati. Dari pemeriksaan
dimaksud diharapkan akan terungkapnya mengenai sebab-sebab
terjadinya kesemuanya itu dalam kaitannya dengan kemungkinan
telah terjadinya tindak pidana.41
Aktifitas seorang dokter ahli kedokteran kehakiman  sebagimana
tersebut, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pihak yang
berkompeten dengan masalah tersebut. Visum et repertum adalah
merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan yaitu jabatan
sebagai dokter, sehingga oleh karenanya surat tersebut mempunyai
keontetikan.42
Disamping pada lembaran negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan
Pasal 2 yang menjadi dasar hukum visum et repertum, ketentuan
lainnya yang juga memberi kedudukan visum et repertum sebagai alat
bukti surat yaitu Pasal 184 Ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti
surat serta Pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa : Surat
sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) butir c, dibuat atas
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah (c) Surat
keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi
dari padanya.
Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari visum et
repertum yang diberikan oleh Lembaran Negara Tahun 1973 No.350
41 Tolib Setiady, Op.cit, hlm.52
42 Tolib Setiady, Loc.cit.
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maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan visum
et repertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara
pidana.
C. Peranan Visum et Repertum Dalam Proses Penanganan Perkara
Pidana Serta Dasar Hukum Penggunaanya Oleh Penyidik Menurut
KUHAP
Mengenai peranan visum et repertum dalam proses penanganan
perkara pidana, sebelum membahas peranan tersebut, berikut ini yang
dimaksud dengan arti kata peranan.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata peran diartikan
sebagai seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang
berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan kata peranan diartikan yaitu
bagian dari tugas yang harus dijalankan. Kata perananan diartikan proses,
cara, perbuatan memahami, perilaku yang diharapkan dan dikaitkan
dengan kedudukan seseorang.43
Berdasarkan definisi-definisi diatas, diterapkan dengan peranan
visum et repertum, maka dapat disimpulkan bahwa peranan visum et
repertum yaitu bagian dari tugas, cara, proses, yang dapat diikatkan pada
visum et repertum menurut kedudukannya. Apabila meninjau peranan
visum et repertum dalam penanganan suatu perkara, khususnya dalam
penulisan skripsi ini, maka hal ini mempunyai arti yaitu tugas/cara/proses
43 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.224.
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yang dapat dilakukan dan atau diberikan oleh visum et repertum dalam
kedudukannya pada proses penyidikan suatu tindak pidana perkosaan.
Menurut H.M. Soedjatmiko, sebagai suatu keterangan tertulis yang
berisi hasil pemeriksaan seorang dokter ahli terhadap barang bukti yang
ada dalam suatu perkara pidana, maka visum et repertum mempunyai
peran sebagai berikut :44
1. Sebagai alat bukti yang sah.
Hal ini sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1)
jo Pasal 187 huruf c.
2. Bukti penahanan tersangka.
Di dalam suatu perkara yang mengharuskan penyidik melakukan
penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyidik harus
mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk melakukan tindakan
tersebut. Salah satu bukti adalah akibat tindak pidana yang
dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Visum et repertum yang
dibuat oleh dokter dapat dipakai oleh penyidik sebagai pengganti
barang bukti untuk melengkapi surat perintah penahanan
tersangka.
3. Sebagai bahan pertimbangan hakim.
Meskipun bagian kesimpulan visum et repertum tidak mengikat
hakim, namun apa yang diuraikan di dalam Bagian Pemberitaan
sebuah visum et repertum adalah merupakan bukti materil dari
sebuah akibat tindak pidana, di samping itu Bagian Pemberitaan ini
adalah dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti yang telah
dilihat dan ditemukan oleh Dokter. Dengan demikian dapat dipakai
sabagai bahan pertimbangan bagi hakim yang sedang
menyidangkan perkara tersebut.
Karena tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah mencari
kebenaran materil, maka setiap masalah yang berhubungan dengan
perkara pidana tersebut harus dapat terungkap secara jelas. Demikian
halnya dengan visum et repertum yang dibuat oleh dokter spesialis
forensik atau dokter ahli lainnya, dapat memperjelas alat bukti yang ada
44 H.M. Soedjatmiko, Op.Cit., hlm.7
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bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya. Sehubungan dengan hakekat pemeriksaan perkara pidana
adalah mencari kebenaran materil maka kemungkinan menghadapkan
Dokter untuk membuat visum et repertum adalah suatu hal yang wajar
demi kepentingan pemeriksaan dan pembuktian.
Mengenai dasar hukum peranan visum et repertum dalam
fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara
pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi
kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih
memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu
perkara pidana. Ketentuan dalam KUHAP yang memberi dasar hukum
bahwa pada tahap penyidikan penyidik dapat meminta keterangan ahli,
dimana hal ini meliputi pula keterangan ahli yang diberikan oleh dokter
pada visum et repertum yang dibuatnya atas pemeriksaan barang bukti,
adalah sebagai berikut :
a) Pasal 7 KUHAP mengenai tindakan yang menjadi wewenang
Penyidik, khususnya dalam hal mendatangkan orang ahli yang
diperlukan dalam pemeriksaan perkara.
b) Pasal 120 KUHAP. Pada Ayat (1) Pasal ini disebutkan : Dalam hal
penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli
atau orang yang memiliki keahlian khusus.
c) Pasal 133 KUHAP dimana pada Ayat (1) dinyatakan : Dalam hal
penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban
baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa
yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan
permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman
atau dokter atau ahli lainnya.
Ayat (2) Pasal 133 KUHAP menyebutkan : Permintaan keterangan
ahli sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan secara
tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk
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pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan
bedah mayat.
Sedangkan mengenai dasar hukum tindakan dokter dalam
memberikan bantuan keahliannya pada pemeriksaan perkara pidana, hal
ini tercantum dalam Pasal 179 KUHAP dimana pada Ayat (1) disebutkan :
Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran
kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan
keterangan ahli demi keadilan.
Bantuan dokter untuk proses peradilan dapat diberikan secara lisan
(berdasarkan Pasal 186 KUHAP), dapat juga secara tertulis (berdasarkan
Pasal 187 KUHAP). Bantuan dokter untuk proses peradilan baik secara
lisan ataupun tertulis semuanya termasuk dalam Pasal 184 KUHAP
tentang alat bukti yang sah.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP diatas, maka baik
tindakan  dokter dalam membantu proses peradilan (dimana dalam hal ini
tindakan membuat visum et repertum untuk kepentingan penanganan
perkara pidana) maupun tindakan penyidik dalam meminta bantuan
tersebut, keduanya mempunyai dasar hukum dalam pelaksanaannya.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di Kepolisian Resort
Kota Kolaka dengan pertimbangan di tempat tersebut pemeriksaan
terhadap kasus perkosaan atau kejahatan kesusilaan lainnya sering
menggunakan visum et repertum untuk mendapatkan bukti-bukti yang
penting dan memerlukan keahlian khusus dalam pengungkapannya. Dari
lokasi penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data-data dan temuan
lainnya guna penyusunan skripsi ini.
B. Jenis dan Sumber Data
Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data
sebagai berikut :
1)  Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan
melalui teknik wawancara dengan responden. Data jenis ini
diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian
yaitu penyidik di Polresta Kolaka khususnya yang bertugas di
Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK). RPK yaitu suatu bagian ruang
pemeriksaan di Polresta Kolaka yang dipergunakan untuk
melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana
kesusilaan dan tindak pidana dengan pelaku anak-anak.
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2)  Data Sekunder
Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh
melalui studi kepustakaan. Sumber data dalam hal ini yaitu sebagai
berikut :
a) Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi
penelitian (Polresta Kolaka).
b) Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang
berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media
massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang
diteliti.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
kegiatan sebagai berikut :
1) Wawancara atau interview yaitu proses tanya jawab secara
lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.
Dalam proses interview terdapat dua pihak yang menempati
kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari
informasi atau penanya atau disebut interviewer sedang pihak
yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan
atau responden. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis
atau peneliti berkedudukan  sebagai interviewer dan responden
adalah penyidik di Polresta Kolaka, khususnya yang bertugas di
RPK yang pernah menangani kasus tindak pidana perkosaan.
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Teknik wawancara yang dipakai bersifat bebas terpimpin
yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan interview
guide yang berupa catatan mengenai pokok-pokok yang akan
ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya
variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi
ketika interview dilakukan.
2) Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-
bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan
mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau
tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan
kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang
mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.
3) Studi dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen-dokumen
resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang
diangkat. Dalam hal ini dokumen atau arsip seperti surat
permohonan pembuatan visum et repertum, visum et repertum
korban pemerkosaan, serta arsip lainnya yang terkait dengan
permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian yaitu Polresta
Kolaka.
D. Teknik Analisis Data
Data penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif,
yaitu berusaha menganalisa data dengan menguraikan dan memaparkan
secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan
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informasi yang diperoleh dari obyek penelitian dikaji dan dianalisa,
dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku yang bertujuan untuk
memecahkan permasalahan yang diangkat. Dari hal ini selanjutnya
penulis dapat menarik kesimpulan mengenai peranan visum et repertum
pada tahap penyidikan dalam membantu aparat Kepolisian mengungkap
suatu tindak pidana perkosaan.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Fungsi Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam
Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan.
Jika kita berbicara tentang fungsi Visum Et Repertum dalam
kaitannya dengan penetapan tersangka dan pembuktian tindak pidana
maka kita harus menyadari bahwa kita sedang berada dalam ruang
lingkup sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang meliputi 3
(tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu :
a. Penyelidikan/penyidikan (Investigation)
b. Penuntutan (Prosecution)
c. Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan (Trial by the court)
Alat – alat bukti sangat penting dalam kaitannya dengan proses
penyelesaian tindak pidana, karena alat bukti tersebut berhubungan
dengan ke 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan. Hal ini dapat dijelaskan secara
singkat bahwa dalam tahap investigasi dilakukan pengumpulan bukti –
bukti (Gathering of  evidence), dalam tahap penuntutan maka penuntutan
dilakukan karena bukti – bukti dipandang sudah cukup atau berkas
perkara dinyatakan sudah lengkap, sedangkan pada tahap pemeriksaan
di muka sidang pengadilan maka pemeriksaan diorientasikan pada unsur
unsur tidak pidana sebagai unsur perbuatan (Mens rea) dan unsur
pertanggungjawaban pidana si pelaku (Actus reus ) oleh karena itu
pembuktian adalah merupakan urat nadi dari sistem peradilan pidana
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dengan kata lain pembuktian merupakan the underlying of criminal justice
system. Disini perlu ditegaskan bahwa tidak akan berjalan mesin sistem
peradilan pidana jika tidak diberikan bahan masukan (input)  berupa (bukti
– bukti secukupnya) sebagai konsekuensi dari tidak cukupnya bukti maka
proses hukum terdakwa otomatis menurut hukum (ipso yure) harus
dihentikan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(selanjutnya disingkat KUHAP) penghentian penyidikan dilakukan dengan
alasan :
 Karena tidak terdapat cukup bukti
 Peristiwa yang dipersangkakan ternyata bukan tidak pidana
(pasal 109 ayat (2) KUHAP).
Selain itu sebagai tuntutan asas legalitas maka penuntutan pidana
atas seorang tersangka tidak dibenarkan jika tidak ada ancaman pidana
yang ditentukan dalam undang – undang (selanjutnya disingkat UU)
sebelum perbuatan itu dilakukan (no prosecution unless a basic of
statute).
Dalam tahap penyidikan yang di dalamnya dilakukan serangkaian
tindakan oleh penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan
adanya suatu tindak pidana yang dimana dengan bukti tersebut dapat
membuat terang suatu tindak pidana dan guna menemukan tersangkanya,
pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat
penting dalam menemukan kebenaran materil suatu perkara pidana.
Terhadap suatu perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang diduga
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melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materil terhadap suatu
perbuatan tersebut dilakukan dalam tahap penyidikan.
Proses penyidikan dapat dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik
telah mendapatkan dasar atau pedoman tertentu. Dasar atau pedoman
bagi penyidik untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya kemungkinan
sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai
berikut:45
1. Kedapatan tertangkap tangan. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. Adanya laporan. (Pasal 1 buti 24 KUHAP)
3. Adanya pengaduan. (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau dari pemberitahuan, atau cara lain sehingga
penyidik mengetahui terjadinya delik.
Terkait dengan penyidikan suatu tindak pidana yang dalam penulisan
skripsi ini membahas mengenai tindak pidana perkosaan, jenis tindak
pidana ini pada umumnya diketahui dari adanya pengaduan atau laporan
baik yang dilakukan oleh korban, orang tua korban, atau keluarga korban
lainnya. Pengaduan dalam hal ini yaitu sebagaiman dimaksud pada Pasal
1 butir 25 KUHAP yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak
yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak
menurut hukum seorang yang telah melakukan tidak pidana aduan yang
merugikannya. Sedangkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 1 butir 24 KUHAP yaitu pemberitahuaan yang disampaikan oleh
seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan UU kepada
45 Andy Hamzah (II), 1984, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana
Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
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pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan
terjadinya peristiwa pidana.
Setelah adanya suatu laporan mengenai tejadinya suatu tindak
pidana, seseroang yang diberi wewenang oleh UU dalam hal ini pejabat
polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia ( selanjutnya disingkat NKRI)
berhak untuk melakukan proses penyelidikan. Dalam hal ini Penyelidikan
menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP jo Pasal 1 butir 9 UU RI No. 2 Tahun
2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah “Serangkaian
tindakan penyelidk untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan menurut cara yan diatur dalam undang-undang ini”.
Setelah Proses penyelidikan telah mendapatkan suatu tindak pidana
maka melangkah ke proses penyidikan. Dimana menurut Pasal 1 butir 2
KUHAP jo Pasal 1 butir 10 UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
NKRI, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “Serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya”.
Pada proses penyidikan, penyidik mempunyai tugas yang sangat
penting yaitu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menemukan
tersangkanya. Dari bukti-bukti tersebut akan semakin jelas diketahui
persidangan oleh penuntut umum sebagai alat bukti yang sah. Oleh
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karena itu bukti yang dikumpulkan oleh penyidik harus kuat, apabila
penyidik mengalami kesulitan dalam pemeriksaan karena sifat perkaranya
memiliki kekhususan seperti pada perkara tindak pidana perkosaan
dimana harus dibuktikan adanya unsur persetubuhan, penyidik dapat
meminta bantuan dokter spesialis untuk membuat visum et repertum
dalam rangka memastikan unsur tersebut.
Mengenai barang bukti berupa visum et repertum, dalam kasus
perkosaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh
penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian
dibuatkan Laporan Polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas
Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang
karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah
atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi
kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh visum et repertum yang
bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan
pembuktian unsur-unsur persetubuhan dan kekerasan/ancaman
kekerasan dalam tindak pidana perkosaan. Pembuatan visum et repertum
harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana
perkosaan agar keadaan korban tidak begitu banyak mengalami
perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak
pidana perkosaan.
Dalam prosedur untuk mendapatkan visum et repertum tersebut, hal
ini hanya dilakukan oleh penyidik sebagaimana tugas dan wewenangnya
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yang telah diatur dalam UU. Dalam perkara pidana khususnya pada tahap
penyidikan yang berhak meminta visum et repertum adalah sebagai
berikut :46
a. Penyidik, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu
pejabat polisi NKRI dengan syarat kepangkatan serendah-rendahnya
Pembantu Letnan Dua Polisi (sebagaimana disebutkan dalam Pasal
2 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 1983) yang sekarang dengan berdasarkan Surat Keputusan
No. Pol. : Skep/ 82/ VI/ 2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali
Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI berubah
menjadi Inspektur Dua Polisi (IPDA Pol.).
b. Penyidik Pembantu, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu
pejabat kepolisian RI dengan syarat kepangkatan serendah-
rendahnya Sersan Dua Polisi (sebagaimana tercantum dalam Pasal
3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang
sekarang berubah menajadi Brigadir Dua (BRIPDA Pol.).
Secara garis besarnya permohonan visum et repertum harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :47
a. Permohonan harus dilakukan secara tertulis oleh pihak-pihak yang
diperkenankan untuk itu dan tidak diperkenankan dilakukan melalui
lisan maupun melalui pesawat telepon.
b. Permohonan visum et repertum harus diserahkan oleh penyidik
bersamaan dengan korban, tersangka dan juga barang bukti kepada
dokter ahli kedokteran kehakiman.
Perimbangan dari keduanya adalah :48
a. Mengenai permohonan visum et repertum yang harus dilakukan
secara tertulis, oleh karena permohonan tersebut berdimensi hukum,
artinya tanpa permohonan secara tertulis dokter tidak boleh dengan
serta merta melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang luka,
seseorang yang terganggu kesehatannya ataupun seseorang yang
mati akibat tindak pidana atau setidak-tidaknya patut disangka
sebagai korban tindak pidana. Dengan demikian apabila dokter
menolak permohonan yang dilakukan secara tertulis maka ia pun
akan dikenanakan sanksi hukum.
Permohonan visum et repertum oleh aparat hukum kepada
dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan peristiwa didalam lalu
46 H.M Soedjatimiko, Op.cit, hlm.12
47 Tolib Setiady, Op.cit, hlm. 48
48 Ibid, hlm.49
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lintas hukum, oleh karena permintaan dan juga pemenuhan dalam
kaitannya dengan visum et repertum tidak dapat dilakukan oleh
sembarang orang.
Kegiatan pemeriksaan dokter atas seseorang merupakan
kegiatan yang diharuskan oleh hukum, dan bukan kegiatan asal-
asalan.
b. Mengenai penyerahan korban, tersangka dan alat bukti yang lain
didasarkan bahwa untuk dapat menyimpulkan hasil pemeriksaannya
dokter tidak dapat melepaskan diri dari dengan alat bukti yang lain,
artinya untuk sampai pada penetuan hubungan sebab akibat maka
peranan alat bukti lain sebagai korban mutlak diperlukan.
Terhadap pengaduan atau laporan mengenai terjadinya tindak
pidana perkosaan, kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut oleh penyidik
yaitu serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti
yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Tindakan penyidikan terhadap tindak pidana perkosaan sebagai
salah satu jenis tindak pidana kesusilaan dalam pelaksanaannya
mempunyai kekhususan karena bentuk dari tindak pidana tersebut. Tindak
pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) yang mensyaratkan adanya
perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
terhadap seorang wanita untuk bersetubuh dengan dirinya di luar
pernikahan,  dengan sendirinya penyidikan terhadap tindak pidana ini
akan mengusut suatu perbuatan asusila mengenai persetubuhan yang
menimbulkan korban seorang wanita. Terhadap tindak pidana ini pada
umumnya petugas penyidik terdiri dari penyidik wanita yang diharapkan
mampu melakukan pendekatan terhadap wanita korban perkosaan yang
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sering mengalami trauma psikologis akibat perkosaan yang dialami,
dengan tujuan dapat mengumpulkan keterangan dan bukti selengkapnya
dalam rangka menemukan kebenaran materil perkara tersebut.
Berdasarkan dari hasil wawancara penulis,  menurut  Anita
Suherman seorang penyidik yang bertugas di Pores Kolaka, tingkat
terjadinya tindak pidana perkosaan di daerah hukum Polres Kolaka dapat
dikatakan terjadi dalam jumlah yang tidak sedikit apabila dibandingkan
dengan tindak pidana kesusilaan lainnya seperti pencabulan atau
perzinahan. Bentuk-bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang
dilakukan pelaku juga semakin beragam, bahkan dari semua tindak
pidana perkosaan ini hampir 90% korbannya adalah anak-anak.49
Mengenai kuantitas perkara tindak pidana perkosaan serta perkara
tindak pidana kesusilaan lainnya khususnya yang ditangani oleh Polres
Kolaka selama tahun 2013 sampai dengan Juli 2015 dapat ditunjukkan
sebagai berikut :
Tabel 1
Kasus Tindak Pidana Kesusilaan yang ditangani Penyidik Polres
Kolaka selama Tahun 2013 sampai Juli Tahun 2015
No. Laporan/
Tanggal
Perkara/ Pasal Pelaku Korban Barang Bukti
Lp/53/II/2013/
Sultra/Res.KLK
10-2-2013
289 KUHP
(Pencabulan)
Yakub
56 Thn
Hasriagint
a
30 Thn
-
49 Wawancara dengan Brigadir Anita Suherman, S.H, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Kolaka, tanggal 10 Agustus 2015.
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Lp/87/III/2013/
Sultra/Res.KLK
9-3-2013
285 KUHP
(Perkosaan)
Rusli
22 Thn
Hasma
22 Thn
Baju Kaos,
Celana
Jeans,
Celana
Dalam & BH
Korban
Lp/105/IV/2014/
Sultra/Res.KLK
27-4-2014
81 ayat 2 UU
RI No. 35
Tahun 2014
Tentang
Perubahan
Atas UU RI No.
23 Tahun 2002
Tentang
Perlindungan
Anak
(Perkosaan)
Rispan
24 Thn
Cici
17 Thn
Baju dan
Celana
Jeans Milik
Korban
Lp/107/VI/2014/
Sultra/Res.KLK
12-6-2014
SDA Samsir27 Thn
Yolan
14 Thn
Baju dan
Celana
Korban
Lp/200/VIII/2014/
Sultra/Res.KLK
8-8-2014
82 jo 76E UU
RI No. 35
Tahun 2014
Tentang
Perubahan
Atas UU RI No.
23 Tahun 2002
Tentang
Perlindungan
Anak
(Pencabulan)
Hendrik
22 Thn
Mirna
16 Thn
Baju
Seragam
Sekolah
Korban
Lp/219/IX/2014/
Sultra/Res.KLK
4-9-2014
SDA Yustin19 Thn
Yuliana
14 Thn Pisau
Lp/277/XI/2014/
Sultra/Res.KLK
25-11-2014
SDA Kanda25 Thn
Riska
14 Thn -
Lp/283/XII/2014/
Sultra/Res.KLK
7-12-2014
SDA
Alwi
28 Thn Irdha15 Thn Selimut
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Lp/04/I/2015/
Sultra/Res.KLK
5-1-2015
82 UU RI
No.35 Tahun
2014 Tentang
Perubahan
Atas UU RI No.
23 Tahun 2002
Tentang
Perlindungan
Anak
(Pencabulan)
Akbar
20 Thn
Irmayanti
17 Thn -
Lp/17/I/2015/
Sultra/Res.KLK
12-1-2015
81 ayat 2 UU
RI No. 35
Tahun 2014
Tentang
Perubahan
Atas UU RI
No.23 Tahun
2002 Tentang
Perlindungan
Anak
(Perkosaan)
Yasin
29 Thn
Selfi
12 Thn
Pakaian
Korban
Lp/53/III/2015/
Sultra/Res.KLK
2-3-2015
82 jo 76E UU
RI No. 35
Tahun 2014
Tentang
Perubahan
Atas UU RI
No.23 Tahun
2002 Tentang
Perlindungan
Anak
(Pencabulan)
ABD KADIR
30 Thn
Filsah
13 Thn -
Lp/06/III/2015/
Sultra/
Sek.Samaturu
4-3-2015
SDA Samsuddin27 Thn Nabila, Cs
Camera
Canon
Lp/56/III/2015
Sultra/Res.KLK
4-3-2015
81 ayat 1 jo
76D UU RI No.
35 Tahun 2014
Tentang
Perubahan
Atas UU RI No.
23 Tahun 2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Sandi
19 Thn
Nisa
17 Thn
Pakaian
Korban,
Selimut,
Pisau
48
(Perkosaan)
Lp/134/VI/2015
Sultra/Res.KLK
12-6-2015
81 ayat 2 UU
RI No. 35
Tahun 2014
Tentang
Perubahan
Atas UU RI No.
23 Tahun 2002
Tentang
Perlindungan
Anak
(Perkosaan)
Syam
20 Thn
Ani
15 Thn
Baju,
Celana
Jeans,
Celana
Dalam, BH
Lp/140/VI/2015
Sultra/Res.KLK
20-6-2015
SDA Agus28 Thn
Cindi
16 Thn Kasur
Lp/162/VII/2015
Sultra/Res.KLK
24-7-2015
SDA Adi24 Thn
Jessy
17 Thn Kasur
Sumber Data : Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kolaka
Beradasarkan tabel diatas jenis tindak pidana perkosaan sebagai
salah satu tindak pidana kesusilaan mempunyai kuantitas yang tidak
sedikit. Dari Tahun 2013 sampai dengan Juli Tahun 2015 terdapat 7
Kasus Perkosaan dan 8 Kasus Pencabulan di wilayah hukum Polres
Kolaka yang dimana korbannya hampir semua anak-anak.
Dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana perkosaan,
berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tiap perkara tindak
pidana perkosaan, barang bukti yang diperoleh oleh penyidik terdiri dari
barang-barang yang hampir sama seperti pakaian yang dikenakan korban
khususnya celana dalam, alat yang dipergunakan pelaku untuk melakukan
kekerasan atau ancaman kekerasan dalam perkosaan (seperti pisau atau
cerulit), serta pada semua perkara tersebut terdapat barang bukti berupa
visum et repertum.
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Keberadaan visum et repertum yang selalu menjadi barang bukti
dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, hal ini dimungkinkan
sebagaimana ketentuan dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir
28 KUHAP yang mengatur perihal permintaan bantuan keterangan ahli
yang dapat dimintakan oleh penyidik dalam rangka membuat terang suatu
perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan medis yang dilakukannya
terhadap korban perkosaan merupakan bentuk keterangan ahli
sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal KUHAP tersebut yang
diberikan dalam bentuk keterangan tertulis.
Dalam prosedur untuk mendapatkan visum et repertum korban
perkosaan, sebagaimana ketentuan yang ada penyidik membuat Surat
Permintaan visum et repertum (selanjutnya disingkat SPVR) Korban
Perkosaan yang secara administratif ditujukan kepada Kepala Rumah
Sakit tempat dilakukan pemeriksaan medis terhadap korban. Dalam surat
tersebut termuat keterangan mengenai korban sebagai berikut :50
1. Nama, tanggal lahir/umur, kewarganegaraan, pekerjaan, agama,
dan alamat;
2. Tempat dan waktu terjadinya perkosaan;
3. Tanggal dan jam pengaduan atau pelaporan kepada Polisi atau
ditemukan Polisi;
4. Dibawa/datang ke kantor Polisi oleh siapa, tanggal dan jamnya
atau ditemukan oleh Polisi;
5. Barang bukti yang disertakan agar disebutkan secara lengkap
dan jelas.
Pembuatan SPVR korban perkosaan ini sebagaimana pelaksanaan
ketentuan Pasal 133 ayat (2) KUHAP mengenai bentuk permintaan
50 Buku Petunjuk Administrasi Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan,
2001, dalam Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tidak Pidana,
Kepolisian Negara RI, Jakarta, Hlm.408
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keterangan ahli oleh penyidik dimana disebutkan bahwa “Permintaan
keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara
tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan
luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat”.
Permintaan visum et repertum ini tidak hanya dapat dimintakan pada
rumah sakit pemerintah saja namun juga dapat dimintakan pada rumah
sakit swasta. Setelah dipenuhinya syarat adminstrasi pembuatan SPVR
oleh penyidik, kemudian oleh penyidik korban diantar ke rumah sakit untuk
menjalani pemeriksaan. Selama pemeriksaan medis tersebut, petugas
harus memastikan bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan medis
terhadap korban yang dimaksud.51
Dalam pembuatan visum et repertum perkosaan, pemeriksaan medis
terhadap korban sebaiknya dilakukan oleh dokter yang memiliki
keahlian/spesialis kandungan dan penyakit kebidanan (Spesialis Obstetri
Ginikelogi) yang memang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan
untuk membuktikan unsur persetubuhan yang dialami korban perkosaan,
yang dengan sendirinya pemeriksaan medis terhadap hal ini akan lebih
terkosentrasi pada alat kelamin korban.
Sebagaimana prosedur yang telah dilakukan oleh penyidik untuk
mendapatkan visum et repertum di atas, hasil visum et repertum dapat
diketahui oleh penyidik selambat-lambatnya 1 bulan setelah pemeriksaan
terhadap korban. Hal ini mengingat bahwa dalam pembuatan visum et
51 Wawancara dengan Brigadir Anita Suherman, S.H, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Kolaka, tanggal 10 Agustus 2015.
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repertum juga dilakukan beberapa tes laboratorium terhadap beberapa hal
yang ditemukan pada korban saat pemeriksaan.52
Visum et repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan
medis terhadap korban perkosaan mempunyai fungsi yang sangat penting
bagi penyidik khusunya untuk mengetahui adanya unsur persetubuhan
yang terjadi pada diri korban. Mengingat penyidik tidak mempunyai
kemampuan dan keahlian untuk membuktikan adanya tanda
persetubuhan pada diri korban perkosaan. Pemeriksaan yang dilakukan
penyidik terhadap korban perkosaan hanya sebatas pemeriksaan fisik
bagian luar dan tidak mungkin mengetahui tanda persetubuhan yang
terdapat dalam alat kelamin korban.53
Selain untuk mengetahui adanya tanda persetubuhan, visum et
repertum juga memuat hasil pemeriksaan terhadap adanya tanda-tanda
kekerasan pada diri korban. Dimana unsur ini juga merupakan unsur
penting dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan selain dengan
unsur persetubuhan. Dimana kedua unsur ini merupakan unsur utama
yang harus ditemukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kasus
perkosaan.54
Visum et repertum yang memuat hasil pemeriksaan medis mengenai
keadaan korban yang dilakukan oleh dokter yang berwenang merupakan
salah satu barang bukti yang sangat penting bagi penyidik untuk
52 Wawancara dengan AKP Denis Arya Putra, S,H, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres
Kolaka, Tanggal 12 Agustus 2015.
53 Ibid
54 Ibid
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mengadakan penyedikan lebih lanjut, seperti melakukan penggeledahan,
penyitaan, penahanan atau tindakan lainnya.
Mengenai hal-hal yang secara umum termuat dalam visum et
repertum yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban
tindak pidana perkosaan yang dapat membantu penyidik dalam
mengungkap terjadinya tindak pidana perkosaan :
1. Pada bagian Pemberitahuan atau Hasil Pemeriksaan
Dalam visum et repertum yang dimintakan untuk penyidikan
kasus perkosaan, hasil pemeriksaan medis terhadap korban
yang termuat pada bagian ini pada umumnya adalah sebagai
berikut :
a. Keterangan mengenai waktu dan keadaan fisik luar korban
yang dilihat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter.
Keadaan luar  korban seperti pakaian yang dikenakan
(meliputi pakaian dalam), alas kaki yang dikenakan dan
barang lain yang dikenakan korban.
Mengenai barang yang dikenakan korban, hal ini
diuraikan sejelas mungkin oleh dokter pemeriksa mengingat
hal tersebut juga penting bagi penyidik untuk menjadikan
barang tersebut sebagai barang bukti jika pakaian tersebut
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digunakan korban pada saat terjadinya tindak pidana
perkosaan.55
b. Hasil pemeriksaan medis terhadap adanya tanda kekerasan
pada bagian tubuh  korban yang meliputi : kepala, leher,
dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan,
anggota gerak bawah kiri dan kanan.
c. Hasil pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur, meliputi
pemeriksaan terhadap :
- Otot lingkar dubur (regangan baik atau tidak) ;
- Selaput lendir poros usu (licin atau tidak) ;
- Selaput dara (mengalami robekan atau tidak, lama atau
baru robekan tersebut dan pada arah jam berapa
robekan tersebut berada);
- Kerampang kemaluan (terdapat luka atau tidak);
- Rahim (dalam ukuran normal atau mengalami
pembesaran karena kehamilan)
d. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan terhadap :
- Lendir liang senggema (apakah ditemukan sel mani atau
tidak) ;
- Air seni untuk pemeriksaan adanya kehamilan (positif
atau negatif).
2. Pada Bagian Kesimpulan
55 Wawancara dengan Brigadir Anita Suherman, S.H, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Kolaka, tanggal 10 Agustus 2015.
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Bagian ini merupakan kesimpulan yang diambil dari hasil
pemeriksaan terhadap korban, pada umumnya berisi
keterangan tentang :
a. Keadaan selaput dara penderita (Pernah mengalami
persetubuhan atau tidak);
b. Adanya kehamilan atau tidak dan jika ada berapa usia
kehamilan tersebut;
c. Adanya tanda kekerasan atau tidak pada tubuh korban;
d. Ditemukan sel mani atau tidak dalam liang senggama
korban.
Bagian dari laporan atau hasil pemeriksaan merupakan
bagian yang terpenting dari visum et repertum karena memuat
hal-hal yang ditemukan pada korban saat dilakukan
pemeriksaan oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian yang
paling obyektif dan menjadi inti visum et repertum karena setiap
dokter diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu
sama yang sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.
Setiap bentuk kelainan yang terlihat akan dijumpai langsung
dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi.
Pada bagian ini terletak kekuatan bukti suatu visum et repertum
yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain
sebagai pembanding untuk menentukan pendapatnya.
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Dengan membaca hal-hal yang termuat dalam visum et
repertum terutama pada bagian pemberitaan seperti tersebut
diatas, penyidik dapat memperoleh gambaran yang cukup
penting dan tidak sedikit mengenai tindak pidana perkosaan
yang terjadi pada korban.
Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat
dalam visum et repertum penyidik dapat menjadikannya
gambaran petunjuk mengenai hal-hal sebagai berikut :
- Terdapatnya unsur persetubuhan pada diri korban
Unsur pesetubuhan merupakan unsur penting dalam
tindak pidana perkosaan, unsur ini merupakan unsur
yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap
suatu tindak pidan perkosaan. Menurut ahli kedokteran
forensik persetubuhan mempunyai arti sebagai suatu
peristiwa dimana terjadi penis ke dalam vagina,
penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan
dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Pemeriksaan unsur
persetubuhan dalam hal ini dipengaruhi dari bentuk
elastisitas selaput dara, besarnya penis dan derajat
penetrasinya, ada tidaknya ejakulasi dan keadaan
ejakulat itu sendiri, posisi persetubuhan, serta keaslian
pada korban pada waktu pemeriksaan.56
56 Abdul Mun’im Idries, Op.cit, hal.222
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Terhadap unsur persetubuhan, dalam visum et
repertum tanda terjadinya persetubuhan dapat dilihat
pada hasil pemeriksaan selaput dara korban, apabila
terjadi robekan kemungkinan besar korban telah
mengalami persetubuhan, namun demikian tidak
terdapatnya robekan juga tidak berarti korban tidak
mengalami persetubuhan. Elastisitas selaput dara, besar
kecilnya penis, derajat penetrasi penis, serta posisi
persetubuhan, dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan
selaput dara korban.57
Namun apabila menurut hasil pemeriksaan
laboratorium terhadap lendir liang senggama korban
ditemukan sel mani maka hal ini merupakan tanda pasti
telah terjadi persetubuhan pada korban. Demikian juga
apabila terjadi kehamilan serta adanya penyakit kelamin
tertentu yang hanya menular dari persetubuhan jelas
merupakan tanda pasti akibat adanya persetubuhan.58
Mengenai unsur persetubuhan apakah korban
seperti wanita yang belum atau pernah bersetubuh, hal
ini selalu dinyatakan oleh Dokter pada bagian
kesimpulan visum et repertum tersebut. Untuk
mengetahui dan membuktikan adanya unsur
57 Ibid
58 Ibid, hlm 223
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persetubuhan, pada umumnya penyidik mengacu pada
hasil pemeriksaan selaput dara di bagian hasil
pemeriksaan serta pendapat dokter dibagian hasil
kesimpulan visum et repertum.59
Dengan demikian terkait dengan hal-hal yang dapat
mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara untuk
menetukan adanya tanda-tanda persetubuhan
sebagaimana disebutkan di atas, hal ini tidak begitu
diperhatikan oleh penyidik, penyidik hanya berpatokan
pada hasil pemeriksaan yang sudah termuat dalam
visum et repertum tersebut.
- Perkiraan saat terjadinya persetubuhan terhadap korban
Saat terjadinya persetubuhan pada korban penting
diketahui oleh penyidik dalam hal memeriksa alibi
tersangka yang dapat mengelak tindak pidana
perkosaan yang disangkakan.
Ada tidaknya sel mani pada liang senggama korban
yang dapat termuat dalam visum et repertum dapat
menunjukkan saat terjadinya pesetubuhan. Mengenai hal
ini terdapat dasar pemeriksaan sperma yang
menunjukkan bahwa sperma di dalam liang vagina
masih dapat bergerak dalam waktu 4-5 jam post-coital,
59 Wawancara dengan Brigadir Anita Suherman, S.H, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Kolaka, tanggal 10 Agustus 2015.
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sperma masih dapat ditemukan tidak bergerak sampai
sekitar 24-36 jam post-coital dan bila wanitanya mati
masih akan dapat ditemukan 7-8 hari. Beradasarkan
hasil pemeriksaan laboratorium terhadap lendir liang
senggema korban yang termuat dalam visum et
repertum, hal ini dapat dijadikan petunjuk bagi penyidik
untuk memperkirakan saat terjadinya persetubuhan
dalam suatu tindak pidana perkosaan. Demikian pula
mengenai hasil pemeriksaan terhadap umur kehamilan,
hal ini juga dapat dijadikan petunjuk oleh penyidik dalam
hal menentukan kebenaran kapan tindak pidana
perkosaan dilakukan.60
- Adanya unsur kekerasan pada tubuh korban.
Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan dalam
penyidikan tindak pidana perkosaan harus dapat
ditemukan dan dibuktikan oleh penyidik agar dapat
memproses perkara tersebut lebih lanjut. Adanya unsur
persetubuhan tanpa ditemukannya unsur kekerasan atau
ancaman kekerasan pada diri korban, dapat menjadikan
perkara tersebut diberhitakan penyidikannya. Visum et
repertum yang menerangkan mengenai tanda kekerasan
pada pengungkapan tindak pidana perkosaan.
60 Abdul Mun’im Idries, Loc.it.
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Untuk pembuktian adanya kekerasan pada tubuh
korban perkosaan, sebelumnya perlu diketahui lokasi
luka-luka yang sering ditemukan, yaitu seperti di daerah
mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan,
pangkal paha serta disekitar pada alat genital. Luka-luka
akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya
berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan (bite
marks) serta luka-luka memar.61
Dalam membuktikan tindak pidana perkosaan tidak
selamanya kekerasan meninggalkan jejak atau bekas
yang berbentuk luka. Oleh karena itu tindakan
pembiusan juga dikategorikan pula sebagai tindakan
kekerasan, maka dari itu diperlukan tindakan medis
untuk menentukan ada atau tidaknya obat-obatan atau
racun yang mungkin dapat membuat korban menjadi
pingsan.
Dalam visum et repertum tanda-tanda kekerasan pada
diri korban dapat diketahui dari pemeriksaan terhadap
anggota tubuh korban seperti kepala, leher, dada, perut,
punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota
gerak bawah kiri dan kanan serta keadaan kerampang
61 Ibid, hlm. 225
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kemaluan korban yang selalu termuat pada bagian
pemberitaan.
- Hasil pemeriksaan terhadap alat bukti lain yang terkait
dengan tindak pidana perkosaan.
Pada saat pembuatan visum et repertum dilakukan
terhadap korban perkosaan, biasanya barang bukti yang
dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana
perkosaan, seperti misalnya celana dalam korban,
pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian.
Pemeriksaan terhadap benda-benda tersebut
dimaksudkan untuk memeriksa adanya bekas darah atau
sperma yang dapat dicocokkan dengan darah dan
sperma pelaku, disamping kemungkinan adanya bekas
perlawanan/tanda kekerasan yang terdapat pada
pakaian tersebut.
Hasil pemeriksaan barang bukti ini dengan sendirinya
dapat menguatkan kedudukan benda-benda tersebut
sebagai salah satu barang bukti dalam tindak pidana
perkosaan yang penting, baik dalam tahap penyidikan
maupun dalam tahap pemeriksaan persidangan perkara
tersebut.
Sebagai mana yang terurai diatas menujukkan peranan visum et
repertum yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi
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penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan.
Lengkapnya hasil pemeriksaan visum et repertum terhadap korban
perkosaan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan, serta kemampuan
dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil visum
et repertum, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan
kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu
perkara tindak pidana perkosaan.
Visum et repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana perkosaan
sangat membantu penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti-
bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan korban,
keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti
lainnya. Dengan adanya hasil visum et repertum terhadap seseorang yang
diduga korban tindak pidana perkosaan, seorang penyidik akan
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar
terjadi begitupun sebaliknya.
Peranan visum et repertum dalam mengungkap tindak pidana
perkosaan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan
pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang
seharusnya dalam perkara tersebut. Visum et repertum juga mempunyai
keterbatasan dalam perananya membantu penyidik dalam mengungkap
suatu tindak pidana perkosaan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait
dengan keaslian korban perkosaan pada waktu pemeriksaan, keadaan
lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana
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perkosaan terjadi seperti korban sebelumnya sudah tidak perawan, serta
jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut.
Dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan visum et
repertum, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil viusm et
repertum tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang
dimaksud yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka
serta mencari keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan
bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP).
Dalam hasil pemeriksaan visum et repertum yang menyebutkan
tentang adanya tanda persetubuhan dan kekerasan pada diri korban,
apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak
pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan
proses penyedikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak
pidana perksoaan. Hasil pemeriksaan visum et repertum dapat menjadi
bukti permulaan yang cukup yan menjadi dasar penyidik dalam melakukan
penindakan lebih lanjut. Dimana bukti permulaan yang cukup yaitu untuk
menduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal
Laporan Polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah. Penindakan
yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun
benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti
pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan,
penggeledahan serta penyitaan.62
62 Kepolisian Negara RI, Op.cit, Hlm. 13
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Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kolaka dalam
pemeriksaan perkara pidana di persidangan visum et repertum dianggap
sebagai alat bukti surat.63 Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah
yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP jo Pasal 187 KUHAP
tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, visum et
repertum telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut. Pembuatan visum et
repertum yang dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan dan penyakit
kandunga dan permintaan pembuatannya yang dilakukan dengan
mengajukan Surat Permintaan Visum et Repertum korban perkosaan, hal
ini telah memenuhi ketentuan mengenai bantuan keterangan ahli yang
dapat dimintakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1)
dan (2) KUHAP.
Berdasarkan peranan yang dapat diberikan visum et repertum dalam
tahap penyidikan tindak pidana perkosaan sebagaimana yang di jelaskan
diatas, hal ini menyebabkan kedudukan visum et repertum menjadi salah
satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap
pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan
visum et repertum dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana perkosaan
adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan.64
Tidak adanya visum et repertum dalam berkas perkara tindak pidana
perkosaan ke Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8
63 Wawancara dengan AKP Denis Arya Putra, S,H, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres
Kolaka, Tanggal 12 Agustus 2015
64 Wawancara dengan AKP Denis Arya Putra, S,H, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres
Kolaka, Tanggal 12 Agustus 2015.
64
ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas tersebut
dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik  karena dianggap
tidak lengkap/ tidak sempurna. Penuntut umum mempunyai pandangan
yang sama dalam melihat visum et repertum pada pemeriksaan tindak
pidana perkosaan, terhadap pembuktian adanya unsur persetubuhan dan
kekerasan hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggungjawabkan
hanya dapat dibuktikan dari hasil visum et repertum yang dilakukan
terhadap korban.65
Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil
penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka
penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik
disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Hal ini
menandakan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang
akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Dalam hal pembuktian
dalam pemeriksaan suatu perkara pidana hakekatnya dilaksanakan oleh
penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk
mengumpulkan bukti-bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh
penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan
memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk dilanjutkan ke
persidangan.
Dengan adanya visum et repertum dalam tahap penyidikan suatu
tindak pidana perkosaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik
65 Wawancara dengan AKP Denis Arya Putra, S,H, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres
Kolaka, Tanggal 12 Agustus 2015.
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untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin
yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di
persidangan. Visum et repertum sebagai suatu alat bukti yang dibuat
beradasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi
kenyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus
suatu perkara. Terhadap unsur persetubuhan dan kekerasan atau
ancaman kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana perkosaan, hal
ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam visum et repertum
terhadap korban. Hakim dapat mempunyai kenyakinan dan melihat
terbuktinya unsur persetubuhan dan kekerasan pada diri korban serta
petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan visum et repertum yang
disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.
Melihat peranan visum et repertum dalam pemeriksaan suatu tindak
pidana perkosaan yang tidak hanya berperan dalam membantu penyidik
mengungkap tindak pidana tersbut, bahkan hal ini juga penting dalam
pemeriksaan dipersidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik
meminta pembuatan visum et repertum sejak tahap awal pemeriksaan
perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan.
Kedudukan visum et repertum sebagai suatu alat bukti surat dalam
pemeriksaan persidangan perkara tersebut, dapat menjadi  pertimbangan
dari minimal dua alat bukti yang disyaratkan bagi hakim dalam memutus
suatu perkara sebagaimana hal ini ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) UU
No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
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Dalam hal ini diharapkan visum et repertum dapat bereperan secara
optimal dalam membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang tepat
atas perkara tindak pidana perkosaan yang diperiksanya.
Peranan visum et repertum tidak hanya berperan dalam proses
penyidikan tapi juga sangat berperan dalam proses penuntutan sebagai
bahan dari pertimbangan Hakim. Sebagai Contoh kasus terhadap
terdakwa atas nama Arisandi (19 thn) dan korban Annisa Indah
Mawaddah (17 thn) dalam putusan Nomor 94/Pid.Sus/2015/PN.Kka
terhadap kasus Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun
2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.  Dalam kasus ini sangat jelas dilihat bahwa visum et
repertum sangat membantu hakim mempertimbangkan unsur melakukan
persetubuhan dan kekerasan. Seperti yang kita ketahui bersetubuh adalah
memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan
sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam
alat kelamin perempuan akan tetapi tidak diisyaratkan terjadinya
penumpahan mani atau ejakulasi.66 Ketika kita melihat dalam putusan
yang telah disebutkan di atas jelas sekali dikatakan bahwa :
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan visum et
repertum Nomor : 375/01/III/2015, tanggal 9 Maret 2015 yang dibuat dan
ditanda tangani oleh dr. Hj. Sri Noviati, Dokter pad Rumah Sakit Benyamin
Guluh, telah melakukan pemeriksaan terhadap Annisa Indah Mawaddah
yang menyimpulkan adanya luka lecet pada bibir kanan atas bagian
dalam ukuran satu centimeter kali nol koma luka lecet pada betis ukuran
satu centimeter kali nol koma enam centimeter koma pendarahan pada
vagina koma luka robek pada selaput dara arah jam tujuh koma luka
66 P.A.F Lamintang, 1990, Delik-Delik Khusus Kesusilaan, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm. 129
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robek pada pertemuan bibir kemaluan kiri dan kanan arah jarum jam enam
akibat kekrasa benda tumpul.
Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, setelah
terdakwa mengancam dan memaksa saksi korban Annisa, terdakwa
menyuruh saksi korban Annisa membuka celana yang digunakan, lalu
terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi korban Annisa dalam
posisi terbaring di tempat tidur, kemudian menggoyang-goyangkan
pantatnya sambil mencium bibir dan menggigit bibir atas saksi korban
Annisa, tak lama kemudian terdakwa mencabut penisnya. Setelah
menyetubuhi saksi korban Annisa terdakwa berbaring disamping saksi
korban Annisa sambil memain-mainkan pisau dan menyuruh saksi korban
Annisa tidur dan terdakwa mendekati saksi korban Annisa membuka paha
dan mengangkat kaki lalu memasukkan kembali penisnya ke vagina saksi
korban Annisa sambil terdakwa memegang pisau dan menggoyang-
goyang pantatnya, selain itu terdakwa memasukkan jarinya ke vagina
saksi korban Annisa, dan saksi korban Annisa hanya merasakan sakit
saat kemaluan terdakwa keluar masuk dalam kemaluan saksi korban
Annisa.
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memasukkan
kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban, maka jelas terlihat dalam
hal ini telah terjadi suatu persetubuhan antara kelamin terdakwa yang
merupakan jenis kelamin laki-laki dan kelamin saksi korban yang
notabene adalah perempuan. Sehingga dapatlah dikatakan apa dilakukan
terdakwa terhadap diri saksi korban adalah merupakan perbuatan
bersetubuh, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah
terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.
Apabila kita melihat putusan diatas sudah jelas bahwa untuk
menyakinkan hakim bahwa terjadi unsur persetubuhan harus ada alat
bukti surat visum et repertum terlebih dahulu di ungkapkan dalam
persidangan. Sehingga dalam penuntutan terdapat kesesuaian terhadap
alat bukti dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan
yang dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Begitu pula
dengan unsur kekerasan untuk membuktikan ada tidaknya unsur
kekerasan yang terjadi maka sangat jelas dibutuhkan adanya peran visum
et repertum yang menjelaskan berapa banyak luka yang disebabkan oleh
tindakan kekerasan pelaku.
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B. Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan
Dalam Hal Hasil Visum et Repertum Tidak Memuat Tanda
Kekerasan Pada Diri Korban Perkosaan.
Tindak pidana perkosaan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) terdapat dalam dalam Buku Kedua
pada Bab XIV mengenai Kejahatan Terhadap Kesopanan dalam Pasal
285 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang
menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan
dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua belas tahun”, hal ini menunjukkan bahwa dalam tindak
pidana perkosaan terdiri dari unsur-unsur seperti adanya perbuatan
memaksa dengan cara kekerasan maupun ancaman kekerasan, serta
dilakukannya persetubuhan  terhadap seorang wanita yang bukan
isterinya.
Untuk membuktikan tentang adanya persetubuhan dan kekerasan
maupun ancaman kekerasan pada diri korban perkosaan, dalam tahap
penyidikan penyidik akan melakukan serangkaian upaya atau tindakan
guna mendapatkan bukti yang kuat yang dapat menunjukkan hal tersebut.
Salah satu upayanya dalam membuktikan kedua hal tersebut melalui
pembuatan visum et repertum terhadap korban.
Dalam hasil visum et repertum, terhadap unsur persetubuhan hal ini
masih dapat dibuktikan dan diterangkan didalamnya meskipun terjadinya
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tindak pidana perkosaan tersebut telah berlangsung lama dari
dilaporkannya  tindak pidana tersebut. Berbeda dengan unsur kekerasan
terhadap diri korban perkosaan, hal ini bisa saja tidak termuat dalam hasil
visum et repertum, mengingat tanda kekerasan yang biasanya berbentuk
luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan hilang sesuai dengan
bertambahnya waktu.
Tanda kekerasan dapat dilihat dari hasil visum et repertum korban
perkosaan, hal ini sangat membantu penyidik dalam memproses suatu
perkara pidana perkosaan pada tahap selanjutnya. Adanya hasil
pemeriksaan mengenai visum et repertum sangat memberi kemudahan
bagi penyidik dalam hal mengungkap tindak pidana perkosaan, terlebih
apabila tanda kekerasan tersebut berada pada bagian tubuh korban yang
biasanya didapati tanda kekerasan akibat kejahatan seksual, seperti di
daerah mulut dan bibir korban, leher korban, puting susu, pergelangan
tangan, pangkal paha serta di sekitar dan pada alat genital. Luka-luka
yang diakibatkan kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk
luka lecet bekas kuku, bekas gigitan (bite marks) serta luka memar.
Dengan adanya tanda kekerasan pada visum et repertum korban, hal ini
tidak saja membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana
perkosaan namun juga dapat memberi keyakinan pada hakim dalam hal
pembuktian terpenuhinya unsur kekerasan pada diri korban tindak pidana
perkosaan.
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Meskipun tanda kekerasan dalam visum et repertum telah terbukti,
namun hal ini masih membutuhkan pembuktian lain yang menunjukkan
bahwa tanda kekerasan tersebut adalah benar akibat perbuatan pelaku
yang memaksa melakukan persetubuhan terhadap korban. Namun tidak
selamanya hasil visum et repertum memuat tentang adanya tanda
kekerasan, dalam hal visum et repertum tidak memuat tanda-tanda
kekerasan pada diri korban perkosaan, dalam hal ini dibutuhkan upaya
dan tindakan lain oleh penyidik untuk membuktikan adanya unsur
kekerasan dalam tindak pidana perkosaan tersebut.
Kekekrasan yang dimaksud dalam tindak pidana perkosaan dapat
diartikan sebagai cara/upaya berbuat yang ditujukan pada orang lain yang
untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan
badan yang besar, kekuatan badan mana yang mengakibatkan bagi orang
lain itu menjadi tidak beradaya secara fisik.67 Sedangkan Pasal 89 KUHP
memperluas pengertian kekerasan yaitu “Yang disamakan melakukan
kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi
(lemah)”. Dengan demikian seseorang yang melakukan perbuatan dengan
tujuan untuk membuat seorang wanita menajdi pingsan atau tidak berdaya
lagi sehingga ia dapat melakukan persetubuhan terhadap wanita tersebut,
perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana perkosaan.
Menurut Dennis Arya Putra pada saat wawancara penulis, Unsur
kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diartikan apabila ada
67 Adami Chazawi, Op.cit, hlm. 58
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perbuatan pelaku yang memaksa korban untuk melakukan persetubuhan
yang tidak dikehendaki dan tidak diinginkan korban sehingga korban
terpaksa melakukan hal tersebut. Kekerasan yang sering dilakukan oleh
pelaku dalam tindak pidana perkosaan yang selalu ditemukan oleh
penyidik seperti kekerasan dipaksa dengan ditarik baju dan tubuh korban,
diancam dengan pisau, disekap, diikat, diberi minuman yang sudah
tercampur dengan obat-obatan yang dapat membuat korban tidak
sadarkan diri/tidak berdaya dan tindakan pemaksaan lainnya dengan
sentaja tajam.68
Mengenai hasil pemeriksaan terhadap korban perkosaan yang ada
pada hasil visum et repertum yang menyatakan bahwa pada diri korban
perkosaan hanya didapati tanda persetubuhan namun tidak didapati
mengenai adanya tanda-tanda kekerasan, dalam hal ini agar dapat
ditemukan bukti-bukti adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan
dalam tindak pidana perkosaan sehingga menjadi terangnya suatu tindak
pidana, upaya yang dilakukan penyidik adalah dengan dilakukannya
tindakan-tindakan sebagai berikut :
1. Pemanggilan tersangka dan korban
Terhadap tersangka dan korban dilakukan pemeriksaan
yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan
keindentikkan tersangka dan korban, dan barang bukti maupun
68 Wawancara dengan AKP Denis Arya Putra, S,H, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres
Kolaka, Tanggal 12 Agustus 2015.
72
unsur-unsur tindak pidana, sehingga kedudukan suatu barang
bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas.69
Dalam pemeriksaan ini, digunakan teknik sebagai berikut :
a. Interogasi yaitu salah satu cara pemeriksaan tersangka atau
saksi dalam rangka penyidikan tindak pidana dengan cara
mengajukan pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada
tersangka atau saksi guna mendapatkan keterangan,
petunjuk-petunjuk dan alat bukti lainnya dan kebenaran
keterlibatan tersangka.
Interogasi yang dilakukan dalam tindak pidana perkosaan
dalam pemeriksaan tersangka dan korban dalam penyidikan
bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai 7-kah
terjadinya suatu tindak pidana. 7-kah yang dimaksud yaitu :
1. Apakah yang terjadi ? (macam peristiwa atau
perbuatannya)
2. Kapankah perbuatan tersebut terjadi ? (mengenai waktu)
3. Dimanakah perbuatan tersebut terjadi ? (tempatnya)
4. Siapakah yang melakukan perbuatan tersebut ?
(pelakunya)
5. Mengapakah perbuatan tersebut dilakukan ? (alasannya)
6. Dengan apakah perbutan tersebut dilakukan ? (alatnya)
7. Bagaimanakah perbuatan tersebut dilakukan ? (caranya)
69 Kepolisian Negara RI, Op.cit, hlm.23
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Secara khusus jenis pertanyaan tersebut diberikan
penyidik kepada pelaku, korban dan saksi (bila ada) dalam
pelaku pemeriksaan tindak pidana perkosaan seperti
misalnya sebagai berikut :
- Apakah yang dilakukan pelaku dan saksi sebelum
terjadinya persetubuhan ?
- Dengan cara bagaimana persetubuhan tersebut
dilakukan oleh pelaku ?
- Apakah yang saudara (korban) lakukan ketika pelaku
mulai menunjukkan perbuatan untuk melakukan
persetubuhan ?
- Bagaimanakah posisi saudara (pelaku dan korban) ketika
persetubuhan tersebut terjadi ?
Pertanyaan tersebut dimaksudkan untuk menemukan
unsur-unsur tindak pidana perkosaan khususnya mengenai
unsur kekerasan maupun ancaman kekerasan, terutama
dalam hal pengaduan dan visum et repertum korban telah
menunjukkan adanya unsur persetubuhan namun unsur
kekerasan belum ditemukan.70
b. Konfrontasi yaitu salah satu teknik pemeriksaan dalam
rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu
dengan yang lainnya (sesama tersangka, sesama saksi, dan
70 Wawancara dengan Brigadir Megawati, Penyidik dalam Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Kolaka, tanggal 10 Agustus 2015.
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tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan
persesuaian keterangan masing-masing.
2. Pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat menjadi
barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan.
Setelah didapatnya keterangan dari pemanggilan tersangka
dan korban kemudian dilakukan penyitaan terhadap benda-
benda yang diduga terkait dengan tindak pidana. Dalam Pasal
39 ayat (1) KUHAP ditentukan mengenai benda-benda yang
dapat disita diantaranya yaitu :
a. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk
melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
b. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan
tindak pidana;
c. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan
tindak pidana yang dilakukan.
Dalam penyidikan tindak pidana perkosaan, benda-benda yang
disita yang dapat menjadi barang bukti pemeriksaan perkara
tersebut seperti misalnya pakaian yang dikenakan korban,
terutama celana dalam yang sering terdapat noda darah atau
sperma, sprei (alas tempat tidur dilakukannya persetubuhan)
yang terdapat bekas sperma atau noda darah, alat yang
digunakan pelaku untuk mengancam korban seperti pisau,
cerulit, parang atau senjata tajam lainnya, sisa minuman atau
obat-obatan yang digunakan pelaku yang mengakibatkan korban
tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, atau benda lain yang
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terkait dan dapat menjadi bukti terjadinya tindak pidana
perkosaan.
Benda-benda tersebut seperti misalnya celana dalam korban
biasa juga disertakan dalam pembuatan visum et repertum untuk
dilakukan pemeriksaan laboratorium yang hasilnya juga termuat
dalam visum et repertum korban perkosaan.71
3. Bila perlu dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)
Bila dalam hal pengaduan tindak pidana perkosaan
dilakukan segera setelah terjadinya perkosaan, dapat dilakukan
Pemeriksaan TKP. TKP yaitu tempat dimana suatu tindak pidana
dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka atau
korban dan atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan
tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Pemeriksaan ini
dilakukan guna mendapatkan bukti-bukti terkait dengan tindak
pidana perkosaan, khususnya untuk membuktikan adanya unsur
kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Barang bukti yang
kemungkinan dapat ditemukan di TKP tindak pidana perkosaan
seperti misalnya sprei (alas tidur tempat dilakukannya
perkosaan), noda darah, atau benda-benda yang menunjukkan
bekas perlawanan korban.72
71 Wawancara dengan Brigadir Megawati, Penyidik dalam Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Kolaka, tanggal 10 Agustus 2015.
72 Wawancara dengan Brigadir Anita Suherman,S.H, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan
Anak (PPA) Polres Kolaka, tanggal 10 Agustus 2015.
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Setiap tindakan penyidik seperti melakukan pemanggilan tersangka
dan saksi, hal ini sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam Pasal 7
ayat (1) butir g KUHAP, dalam pelaksanaan prosedur pemanggilan sesuai
dengan ketentuan Pasal 112 dan 113 KUHAP, jalannya pemeriksaan juga
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 117, 118, 119 KUHAP,
serta penyidikan harus tetap memperhatikan hak tersangka sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan Pasal 114 KUHAP.
Demikian pula mengenai pemeriksaan dan penyitaan barang bukti,
dalam pelaksanaannya penyidik berpedoman pada Pasal 38, 39, 42, 46
KUHAP. Pemeriksaan tempat kejadian perkara juga berdasarkan
ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c KUHAP yang mengatur bahwa
penyidik dapat melakukan penggeledahan di tempat tindak pidana
dilakukan atau terdapat bekasnya.
Upaya yang dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti
pada pemeriksaan tindak pidana perkosaan diatas, khususnya untuk
menemukan bukti adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan
dalam hal ini hasil visum et repertum tidak memuat keterangan tentang
adanya tanda kekerasan pada diri korban perkosaan. Tindakan-tindakan
ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran meteril suatu perkara tindak
pidana perkosaan agar dapat dihindari adanya penghentian penyidikan
karena tidak dipenuhinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan
dalam hal ini benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan.
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Terhadap pengungkapan tindak pidana perkosaan, disamping
penyidik dapat memperoleh bantuan dari hasil visum et repertum korban,
namun dalam hal tidak ditemukannya tanda kekerasan pada diri korban
dalam visum et repertum tersebut, tindak lanjut terhadap hal ini yaitu
menemukan unsur kekerasan atau anacaman kekerasan dalam
pengungkapan perkara tersebut harus tetap didasari dengan asas
praduga tidak bersalah terhadap tersangka.
Selain hal itu, Dalam wilayah hukum Polres Kolaka sendiri,
masyarakat masih sering memakai penyelesaian hukum secara adat yang
dimana dikenal dengan istilah Kalo Sara. Kalo Sara sebagai lambang
kesatuan/persatuan suku Tolaki-Mekongga adalah lambang persaudaraan
yang diiringi oleh ketulusan tanpa keegoisan untuk hidup dalam situasi
yang dinamis, yang dimana setiap orang dalam berbagai perbedaan suku,
ras dan agama hidup dalam satu lingkaran yang terjalin dan tersimpul
dengan kuat. Tentunya hal ini harus dipahami sebagai bentuk
persaudaraan yang tidak mudah lepas hanya karena adanya perbedaan
pemikiran yang berakibat timbulnya kesalah pahaman atau bahkan yang
lebih parah dari itu, yakni timbulnya pertikaian. Rekonsiliasi akan dapat
terjadi dan mencapai tujuan jika setiap orang mampu untuk
menghilangkan keegoisan dan kefanatikan yang kurang berdasar.73
Dalam hal tindak pidana perkosaan khususnya dalam hal hasil visum
et repertum tidak menunjukkan mengenai adanya tanda-tanda kekerasan
73 Lucylint Jewas. Kebudayaan Sulawesi Tenggara ‘Tradisi Kalo Sara’. Website :
https://lucykeroppi.wordpress.com/2013/03/27/kebudayaan-sulawesi-tenggara-tradisi-kalo-
sara/. Diakses Pada Tanggal 11 Oktober 2015, Pukul 15:06 WITA
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maupun ancaman kekerasan penyidik juga biasa menyelesaikan hal ini
dengan cara mengembalikan kasus tersebut ke kepala adat, dalam hal ini
korban perkosaan berasal dari suku Tolaki-Mekongga.
Ketika kepala adat menyetujui hal tersebut untuk diselesaikan
melalui proses adat maka dilakukanlah upacara Kalo Sara. Dalam hal ini
si tersangka wajib membayar denda, pada kasus perkosaan maupun
perzinahan dendanya berupa 1 gulung Kain kaci (Kafan) dan Satu Ekor
Kerbau. Namun seiring perkembangan zaman dalam hal ini pada zaman
era modern seperti sekarang ini biasanya satu ekor kerbau dibayarkan
dengan berupa uang tunai sebesar harga satu ekor kerbau.
Dalam wilayah hukum Polres Kolaka, hampir semua Kasus
Perkosaan maupun Perzinahan yang dimana korbannya sudah dewasa
dan berasal dari suku Tolaki-Mekongga diselesaikan melalui proses
upacara Kalo Sara.74
74 Wawancara dengan AKP Denis Arya Putra, S,H, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres
Kolaka, Tanggal 12 Agustus 2015.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan
sebagaimana yang terurai pada bab sebelumnya, dalam penulisan skripsi
ini penulisan mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1. Bahwa Keberadaan visum et repertum selalu dibutuhkan dalam
setiap penyidikan tindak pidana perkosaan, dalam hal ini visum et
repertum selalu menjadi alat bukti dalam penyidikan tindak pidana
perkosaan, visum et repertum mempunyai fungsi yang sangat
penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui adanya unsur
persetubuhan dan unsur kekerasan yang terjadi pada diri korban,
visum et repertum merupakan salah satu alat bukti yang sangat
penting untuk membantu penyidik melakukan penyidikan lebih
lanjut serta menjadi salah satu alat bukti yang harus selalu ada
dalam setiap pemeriksaan perkara perkosaan hingga tahap
persidangan.
2. Dalam hal hasil visum et repertum tidak memuat adanya tanda
kekerasan maupun ancaman kekerasan pada diri korban, maka
dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan
membuktikan adanya unsur kekerasan maupun ancaman
kekerasan. Tindakan yang dimaksud yaitu pemanggilan tersangka
dan korban, pemeriksaan dan penyitaan benda-benda yang dapat
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menjadi barang bukti terjadinya tindak pidana perkosaan dan bila
perlu dilakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).
Upaya ini dilakukan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti pada
pemeriksaan tindak pidana perkosaan, khususnya untuk
menemukan bukti adanya unsur kekerasan atau ancaman
kekerasan dalam hal ini hasil visum et repertum tidak memuat
keterangan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban
perkosaan.
B. Saran
Adapun saran-saran yang dikemukakan berdasarkan hasil penelitian
ini yaitu :
1. Mengingat fungsi visum et repertum sangat membantu penyidik
dalam proses penyidikan dalam mengungkap suatu pekara tindak
pidana. Dimana dalam pembuatan visum et repertum
membutuhkan keahlian khusus dalam pembuatannya dalam hal
ini sebaiknya dilakukan oleh dokter (ahli) forensik. Maka
sebaiknya setiap permintaan visum et repertum dibuat oleh
seorang dokter ahli forensik, mengingat masih banyaknya visum
et repertum yang dikeluarkan oleh dokter umum khususnya di
wilayah hukum Polres Kolaka.
2. Mengingat visum et repertum juga mempunyai keterbatasan
dalam perananya membantu penyidik dalam mengungkap suatu
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tindak pidana perkosaan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait
dengan keaslian korban perkosaan pada waktu pemeriksaan,
keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban
sebelum tindak pidana perkosaan terjadi seperti korban
sebelumnya sudah tidak perawan, serta jangka waktu
diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut. Dengan
adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan visum et
repertum, sebaiknya penyidik juga mempertimbangkannya dalam
membaca dan menerapkan hasil visum et repertum. Dalam hal ini
diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai hal-
hal yang dapat mempengaruhi hasil visum et repertum.
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